BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Problem Pencatatan Nikah Perspektif Konsep
Mashlahah Imam ‘Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah apabila
memenuhi  syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum
masingmasing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-
undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU
No. | Tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai Syarat perkawinan
yang bersifat materiil,sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan
yang bersifat formil. Undang -Undang Perkawinan telah sejalan dengan
amanat konstitusi, UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung
materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang
untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang undang perkawinan
mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-
hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak
konstitusional orang lain. Negara Indonesia ialah Negara hukum, setiap warga
Negara yang tinggal didalamnya wajib menaati aturan yang dibuat oleh

pemerintah. Melaksanakan suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai
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perbuatan hukum apabila telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang
berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan
yang dibenarkan oleh perundang-undangan perkawinan.

Mashlahah menurut Imam 'Izzu al-Din bin ‘Abd As-Salam ada beberapa segi,
tetapi yang masuk dalam hal ini terbagi menjadi dua : pertama, mashlahah
umum baik itu hubungannya dengan seluruh umat Islam, atau mencakup
seluruh manusia. Dan kedua, mashlahah khusus individu - individu umat.
Imam 'lzzu al-Din berkata : berbuat baik (lkhsan) kepada orang lain kadang-
kadang umum, kadang-kadang khusus". Kemaslahatan umum menurut Imam
‘Izzu al-Din Abd as-salam, itu adalah kemaslahatan yang mencakup seluruh
dimensi kehidupan manusia baik fisik maupun non fisik (madian wa
ma'nawiyyan), baik itu persoalan ekonomi, budaya, social, politik hingga
sector keamanan/militer, baik diniyyah maupun duniawiyyah, baik amaiyyah
maupun yang bersifat etika (akhlaqg).Hal ini beliau simpulkan dari bab
perintah mengajak untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Yang masuk dalam kategori mashlahah umum diantaranya adalah (1) Hifdzu
al-din. Hal ini karena di dalam hifdzu al-din terdapat kemaslahatan iman yang
merupakan kemaslahatan paling sempurna, dan juga ada unsur menghindari
kufur yang merupakan kemaslahatan dalam level yang paling tinggi dalam
menghindari mafsadah; (2) Menjaga eksistensi umat Islam. Imam 'lzzu al-Din
Abd as-salam menggambarkannya dengan mashlahah penyerbuan orang-

orang kafir ternadap orang-orang Islam; (3) Menyingkirkan hal-hal yang
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mengganggu di tengah jalan. Menurut Imam ‘'lzzu al-Din, ini merupakan salah
satu kemashlahatan umum; dan (4) Membentengi umat Islam dengan

kekuatan yang ditakuti dari berbagai arah.

Dalam pandangan maqashid al-syari’ah |/ Mashlahat yang dikemukanan oleh
Imam ‘Izzu Al-din bin ‘Abd al-Salam. Bahwa, dalam pencatatan perkawinan
terutama dalam rangka hifdzh an-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-‘irdh, hifdz al-
mal, Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. | Tahun 1974
yang berlaku di Indonesia. suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan

kemashlahatan warga negaranya, dan kepentingan jaminan “ i) _le sy} O

i=Lall, Lo, Melalui  pencatatan perkawinan juga, segala mudharat yang

timbul dalam perkawinan dapat diminimalisir, Potensi mudharat ini dalam

hukum Islam harus dihilangkan, sebagaimana dikenal dalam kaidah fikih « .2

Ji”.

. Saran

Oleh karena pencatatan perkawinan itu sangat penting dan sangat bermanfaat
bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, maka
disarankan kepada setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk
mencatatkan perkawinan di pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan legalitas.



120

2. Bahwa terhadap ketentuan pencatatan perkawinan setelah dianalisis oleh teori
mashlahah, diperlukan kajian kembali guna efektifnya pelaksanaan ketentuan
pencatatan perkawinan, untuk itu dibutuhkan ketentuan baru, baik berupa
sanksi yang lebih tegas, sebagaimana terdapat dalam Rancangan Undang-
Undang Tentang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUUHMPA) bidang
perkawinan yang masih dalam proses pembahasan, maupun dengan
memasukkan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan.

3. Ulama, akademisi, dan pemerintah agar terus mendorong masyarakat
melakukan pencatatan perkawinan, mengingat pencatatan mengandung
kemaslahatan bagi pelakunya.

4. Pemerintah agar lebih serius melayani masyarakat dalam pencatatan
perkawinan demi mewujudkan kemaslahatan keluarga dengan menindak
pihak-pihak yang tidak mencatatkan perkawinan.

5. Pemerintah agar mempermudah sarana-sarana pendukung pelayanan
pencatatan perkawinan, melihat beberapa masyarakat daerah masih sulit

menjangkau lokasi pelayanan pencatatan perkawinan.
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